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PERATURAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 700 / 34 / IT/2023

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KETAATAN ATAS PENGELOAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem pengendalian intern
yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,
secara berkala perlu dilaksanakan Audit Ketaatan atas
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan barang milik
daerah dapat dipertanggungawaban secara efisien, efektif,
ekonomis dan taat kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka perlu dilakukan Audit Ketaatan atas
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

dan

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan dan Kkepentingan
sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan
Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
tentang Pedoman Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
'Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentangPenggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019
tentang PenyusutanBarang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 126 Tahun 2021
Tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 119 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor
26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan
Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan
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LAMPIRAN : PERATURAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tanggal :22 Juni 2023

Nomor : 700/ 34 /IT/2023

PEDOMAN AUDIT KETAATAN ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam
keuangan negara. Hal tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 yang
menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,
serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang
dipisahkan.
Nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan nilai
yang paling besar (di atas 70% dari total aset pemerintah daerah), sehingga
pengelolaan BMD menjadi hal yang bersifat strategis dan sangat penting dalam
akurasi pelaporan. Dengan pengelolaan BMD yang baik, diharapkan dapat
memberi pengaruh dalam opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD dijumpai berbagai
permasalahan dan temuan atas pengelolaan BMD, baik yang bersifat
administratifmaupun bernilai uang, sehingga peran Inspektorat Daerah sebagai
unsur pengawasan menjadi sangat krusial diharapkan membantu stakeholders
dalam mengelola BMD.
Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah Panduan Audit Atas Pengelolaan
BMD. Panduan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi APIP untuk
melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan BMD.

B. Tujuan Panduan
Panduan Audit Pengelolaan BMD ini bertujuan untuk memberikan panduan
bagi APIP Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan
BMD. Panduan ini berisikan gambaran umum pengelolaan BMD, tujuan dan
ruang lingkup audit, langkah kerja, serta komunikasi hasil audit yang dapat
dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.



C. Ruang Lingkup Panduan
Ruang lingkup Panduan Audit Pengelolaan BMD mencakup:
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan dan Pemeliharaan;
Penilaian;
Pemindahtanganan,;
Pemusnahan;
Penghapusan;
Penatausahaan; dan
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
BMD yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah(APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
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D. Sistematika Panduan

Sistematika panduan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan panduan, sasaran,
ruanglingkup panduan, dan sistematika panduan

BAB 11 Gambaran Obyek Audit Pengelolaan BMD
Berisi gambaran umum BMD dan tahapan pengelolaan

BMDBAB III Tahapan Audit Pengelolaan BMD
Berisi uraian prosedur dan langkah kerja mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian atas audit
pengelolaan BMD

BAB IV Penutup



BAB II
GAMBARAN OBYEK AUDIT PENGELOLAAN BMD

A. Gambaran Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah yang dimaksud Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (meliputi
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh dari
sebagai pelaksanaan dari perjanjian/pelaksanaan, barang yang diperoleh
berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal
pemerintah daerah).

BMD diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Aset Lancar, aset ini berupa persediaan, yang dapat mendukung kegiatan
operasional pemerintah, maupun barang-barang untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

2. Aset Tetap, meliputi:

a) Tanah, yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b) Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lain yang
bernilai signifikan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c¢) Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap pakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dibangun oleh pemerintah serta
dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
pakai.

e) Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkanke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap pakai.

f) Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap serta aset lainnya
yang sedang dalam proses perolehan dan/atau pembangunannya
membutuhkansuatu periode tertentu dan belum selesai pada saat akhir
tahun anggaran.



3. Aset Lainnya, meliputi:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah aset kerjasama yang timbul dari
perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga
atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan
kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset
dan/atau hak usaha yang dimiliki.

b) Aset Tidak Berwujud, adalah aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

¢) Aset Lain-Lain, aset yang tidak dapat dikelompokan dalam aset tidak
berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan
pihak ketiga.

B. Tahapan Pengelolaan BMD
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan Kkegiatan

merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan
datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap
tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan
kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan
tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta ketersediaan

BMD yang ada dan harus mencerminkan kebutuhan sesungguhnya BMD

pada SKPD. Lingkup Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

mencakup: RKBMD Pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD
pemanfaatan, RKBMD pemindah tanganan, dan RKBMD penghapusan.
2. Pengadaan;

Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif,

transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaannya

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna
barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD, berupa laporan
hasil pengadaan yang terdiri dari laporan bulanan, semesteran dan
tahunan.

3. Penggunaan;

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan pengguna barang dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penggunaan BMD meliputi
penetapan status penggunaan BMD, pengalihan status penggunaan BMD,
penggunaan sementara BMD, dan penetapan status penggunaan BMD
untukdioperasikan oleh pihak lain.
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. Pemanfaatan;

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD
dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan BMD
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan
kepentingan daerah dan kepentingan umum serta dilakukan sepanjang
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Bentuk pemanfaatan BMD berupa Sewa, Pinjam
Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau
Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

. Pengamanan dan Pemeliharaan;

Pengamanan adalah kegiatan pengendalian BMD secara fisik, administrasi
dan hukum bertujuan agar dapat dipergunakan secara optimal dan
terhindar dari pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pemeliharaan
adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga barang selalu dalam
keadaan baik dan siap digunakan. Pemeliharaan ini berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang direncanakan pada awal tahun.

. Penilaian;

Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu nilai atas
suatu objek BMD. Hal ini dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan. Penilaian
dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik secara independen
yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

. Pemindahtanganan;

Pemindahtanganan berupa pengalihan kepemilikan barang milik daerah
yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah
daerah ataupun tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.
BMD yang dipindahtangankan harus dilakukan penilaian dan harus
mendapatkanpersetujuan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

. Pemusnahan;

Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan
BMD. Pemusnahan dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, serta terdapat
alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Penghapusan;

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.



10.Penatausahaan;
Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pembukuan BMD adalah proses kegiatan pencatatan
BMD dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan BMD. Pelaporan dimaksudkan agar semua
data dan informasi mengenai BMD disajikan dan disampaikan kepada
pihak yang berkepentingan, pelaporan BMD dihasilkan dari proses
pembukuan dan inventarisasi.

11.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian dilakukan oleh pengguna
barang. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain dengan sosialisasi BMD,
peraturan BMD, inventarisasi/sensus BMD.



BAB III
TAHAPAN AUDIT PENGELOLAAN BMD

Panduan audit pengelolaan BMD menggambarkan desain langkah minimal yang

harus dilakukan APIP daerah pada saat melaksanakan audit pengelolaan BMD.

APIP daerah dapat mengembangkan secara komprehensif sesuai dengan kondisi

dan lingkungan organisasinya. Berikut adalah langkah/prosedur minimal yang

harus dipenuhi dalam melaksanakan audit pengelolaan BMD:

A. Perencanaan Audit
Perencanaan audit dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit secara rinci
berdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga diharapkan audit dapat
dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pelaksanaan audit dapat dilakukan
berdasarkan area pengawasan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan
Pengawasan  Berbasis Risiko (PPBR) dan permintaan  pimpinan
organisasi/pihak lain. Berikut adalah hal-hal yang perku disiapkan antara lain:
1. Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup

Penetapan tujuan dan ruang lingkup dapat dilakukan dengan langkah-

langkahsebagai berikut:

a) Identifikasi tujuan dan ruang lingkup secara jelas;

b) Tujuan dari audit pengelolaan BMD untuk memberikan keyakinan
memadai bahwa pengelolaan BMD telah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan, kebijakan, prosedur yang Dberlaku,
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BMD dan
memberikan nilai tambah bagi stakeholders terutama Kepala Daerah
guna mencapai visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam
RPJMD;

¢) Ruang lingkup audit dapat dilakukan terhadap seluruh tahapan
pengelolaan BMD atau yang lebih spesifik untuk satu atau beberapa
tahapan pengelolaan BMD (kecuali pengadaan barang dan jasa). Ruang
lingkup tersebut dapat mencakup satu, beberapa, atau keseluruhan
jenis BMD. Untuk pelaksanaan Audit Pengelolaan BMD dapat mencakup
tingkat pemerintah daerah atau pada satu atau beberapa OPD, atau
mencakup satu ataupun beberapa tahun anggaran yang dapat
disesuaikan dengan tingkat kepentingan/kebutuhan.

Misalnya:

(1) Audit Ketaatan atas pengelolaan BMD Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 20XX.

(2) Audit Ketaatan atas perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatan
BMD pada OPD ABC di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 20XX - 20XY.

Dalam panduan ini pemilihan ruang lingkup yang digunakan adalah

pengelolaan BMD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun Anggaran 20XX (sampel pada beberapa OPD).

-



2.

3.

Pemahaman Proses Bisnis Auditi

Auditor harus memahami auditi baik proses bisnis organisasi maupun area

yang menjadi lingkup audit. Kegagalan dalam memahami auditi dapat

mengakibatkan pengujian yang tidak lengkap atau kesalahan pengalokasian
sumber daya. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

a) Pahami dan analisis yang berkaitan dengan pengelolaan BMD, antara
lainmeliputi tujuan dari setiap tahapan pengelolaan BMD, para pelaku
pengelolaan, prosedur pengelolaan, sistem informasi pengelolaan BMD,
dokumen dan laporan pengelolaan BMD, serta peraturan yang
mendasari pengelolaan BMD;

b) Identifikasi laporan audit yang dilakukan oleh BPK RI maupun laporan
APIP sebelumnya terkait audit pengelolaan BMD. Hal tersebut penting
dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan
berulang yang ditemukan yang terkait permasalahan pengelolaan BMD;

¢) Identifikasi dan analisis regulasi, kebijakan, dan sistem operasional
prosedur dari pengelolaan BMD baik yang diterbitkan oleh instansi
pusat maupun pemerintah daerah secara spesifik;

d) Buat simpulan.

Identifikasi dan Analisis Risiko Pengelolaan BMD

Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi dan

menilai risiko pengelolaan BMD:

a) Dapatkan risk register (register risiko/RR) yang sudah dibuat oleh auditi.
Apabila, auditi telah memiliki RR tentang pengelolaan BMD, auditor
dapat melakukan verifikasi/validitas apakah proses penyusunan RR
tersebut telah berjalan dengan baik;

b) Apabila auditi belum memiliki register risiko pengelolaan BMD, auditor
bersama manajemen perlu melakukan identifikasi dan penilaian risiko
pengelolaan BMD. Auditor harus melibatkan manajemen dalam proses
tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman bahwa
auditor ikut bertanggung jawab terhadap risiko pengelolaan BMD;

c) Pastikan setiap tahapan pengelolaan BMD yang menjadi ruang lingkup
audit telah teridentifikasi dan dinilai risikonya. Risiko-risiko tersebut
merupakan area kritis yang menjadi Potential Audit Objective (PAO) dalam
pelaksanaan audit pengelolaan BMD.

Contoh Potential Audit Objective (PAO) dalam pelaksanaan audit pengelolaan

BMD terdapat pada Lampiran 1

Identifikasi dan Evaluasi Sistem Pengendalian

Pada pengelolaan BMD, kegiatan pengendalian dilakukan berpedoman pada
peraturan dan pedoman pengelolaan BMD, dalam hal ini Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman

"



Pengelolaan BMD serta peraturan pada tingkat pemerintah daerah.
Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi dan
mengevaluasi sistem pengendalian:

a)

b)

Identifikasi pengendalian yang ada, desain pengendalian yang telah
ditetapkan dan rencana tindak pengendaliannya terhadap risiko yang
telah ditetapkan;

Lakukan evaluasi apakah desain pengendalian yang ada telah memadai
dalam mengelola risiko sampai level yang dapat diterima organisasi. Jika
desain pengendalian belum efektif mengurangi risiko, maka dapat
dikembangkan menjadi Tentative Audit Objective (TAO) serta tidak
tertutupkemungkinan akan memunculkan risiko baru. Hasil evaluasi
desain pengendalian akan menentukan jenis pengujian yang akan
direncanakan dalam menyusun rencana pengujian, serta berkaitan
dengan waktu, teknikdan luasan pengujian yang direncanakan.

Berikut adalah Tentative Audit Objective (TAO) yang dapat digunakan
dalam pelaksanaan audit pengelolaan BMD:

Proses Bisnis: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

TAO 1 RKBMD yang disusun tidak cukup akurat

Tujuan: Meyakini bahwa RKBMD yang disusun telah

akurat

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Dapatkan dan evaluasi dokumen RKBMD apakah telah
disusun sesuai dengan ketentuan

3. Lakukan pengujian secara uji petik yang ada pada
usulan RKBMD telah memperhatikan kebutuhan tugas
dan fungsi dan ketersediaan BMD

4. Lakukan wawancara dengan Pengelola BMD terkait
usulan RKBMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan
tugas dan fungsi dan ketersediaan BMD

5. Buat simpulan apakah RKBMD yang disusun telah
akurat

TAO 2 RKBMD tidak sesuai dengan standar barang/standar
kebutuhan (SBSK)

Tujuan: Meyakini bahwa RKBMD yang disusun telah
sesuai dengan standar barang/standar kebutuhan (SBSK)
Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah
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2. Dapatkan dan evaluasi dokumen RKBMD apakah telah
disusun sesuai dengan ketentuan

3. Lakukan perbandingan standar harga pengadaan
barang dan/atau standar harga pemeliharaan barang
dengan harga pada usulan penganggaran RKBMD

4. Lakukan pengujian atas hasil verifikasi penganggaran
RKBMD berdasarkan standar harga

5. Lakukan wawancara dari Pengelola BMD berkaitan
dengan proses reviu/telaah RKBMD

6. Lakukan evaluasi terhadap hasil reviu/telaah atas
usulan RKBMD

7. Buat simpulan apakah RKBMD yang disusun telah
sesuai dengan standar barang/standar kebutuhan
(SBSK)

Proses Bisnis: Penggunaan

TAO 3

Penggunaan BMD tidak sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan yang berlaku

Tujuan: Meyakini bahwa Penggunaan BMD sudah
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

. Dapatkan dokumen status penggunaan barang

. Periksa status penggunaan barang apakah telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah

4. Lakukan pengujian atas realisasi penggunaan BMD
apakah sudah sesuai dengan penetapan status
pengguna yaitu untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi pengguna (uji petik pada BMD yang
telah ditetapkan)

5. Lakukan wawancara terhadap BMD yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi, pastikan pengguna barang telah
menyerahkannya kepada kepala daerah

6. Lakukan wawancara apakah sudah terdapat penetapan
penggunaan BMD yang telah diserahkan oleh pengguna
barang tersebut a.l:
= untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi lain
* dimanfaatkan dalam rangka optimalisas barang

daerah
¢ dipindahtangankan, dil

W N
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5. Buat simpulan apakah penggunaan BMD sudah sesuai
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

TAO 4

Status penggunaan BMD belum ditetapkan

Tujuan: Meyakini bahwa status penggunaan BMD
telah Ditetapkan

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

. Dapatkan dokumen status penggunaan barang

3. Periksa status penggunaan barang apakah telah

ditetapkan oleh Kepala Daerah

4. Lakukan pengujian atas realisasi penggunaan BMD

apakah sudah sesuai dengan penetapan status
pengguna

5. Lakukan wawancara dengan pihak terkait

6. Buat simpulan apakah status penggunaan BMD telah

ditetapkan

3]

Proses Bisnis: Pemanfaatan

TAO 5

Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai
dengan dokumen perjanjian pemanfaatan aset

Tujuan: Meyakini bahwa pemanfaatan aset oleh pihak
ketiga telah sesuai dengan dokumen perjanjian
pemanfaatan

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Dapatkan daftar aset yang dikerjasamakan, telusuri
dokumen perjanjian kerjasama

3. Dapatkan aset daerah yang dikerjasamakan namun

tidak didukung dengan perjanjian

. Buat analisis realisasi pemanfaatan aset daerah

Dapatkan dan uji terhadap kepatuhan pembayaran

kontribusi kepada pemerintah daerah

6. Uji kepatuhan pemeliharaan atas aset yang
dikerjasamakan

7. Observasi secara uji petik dan analisis terhadap aset
yang dikerjasamakan

8. Lakukan wawancara kepada pejabat yang berwenang
atas kronologi, penyebab, dan langkah-langkah
penyelesaian permasalahan tersebut

0 »
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0. Buat simpulan apakah pemanfaatan aset oleh pihak
ketiga sudah sesuai dengan dokumen perjanjian
pemanfaatan aset

TAO 6

Uang Sewa tidak disetorkan ke Kas Daerah

Tujuan: Meyakini bahwa uang sewa pemanfaatan dari
pihak ketiga disetorkan ke kas daerah

Prosedur Audit:
1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dapatkan daftar aset yang dikerjasamakan
3. Dapatkan surat perjanjian/dokumen perjanjian sewa
menyewa, periksa apakah dokumen perjanjian
kerjasamatelah memuat:
a. Pokok-pokok penyewaan
b. Data barang yang disewakan
c. Hak dan kewajiban kedua belah pihak
d. Besarnya sewa
e. Jangka waktu
f. Sanksi
4. Dapatkan data realisasi nilai hasil/kontribusi
pemanfaatan aset daerah
5. Periksa apakah hasil sewa telah disetorkan ke kas
daerahdan telah tepat waktu
6. Bandingkan data realisasi dengan biaya sewa/yang
disetorkan dari perjanjian sewa
7. Buat simpulan apakah uang sewa telah disetorkan ke
Kas Daerah

o

TAO 7

BMD yang dipinjam pakai tidak sesuai peruntukkan

Tujuan: Meyakini bahwa BMD yang dipinjam pakai
sudah sesuai dengan peruntukannya

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya, SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Dapatkan daftar aset yang dikerjasamakan
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3.

6.

7.

Dapatkan dokumen perjanjian pinjam pakai dan

periksa apakah telah memuat:

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian

b. Data-data barang yang dipinjam pakai

c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional
danpemeliharaan selama jangka waktu peminjaman

d. Persyaratan lain yang dianggap perlu

. Lakukan pengujian apakah syarat pinjam pakai telah

berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku:

a. Barang belum dimanfaatkan oleh Pemda

b. Barang hanya boleh dipergunakan sesuai dengan
peruntukkannya

c. Merupakan barang yang tidak habis pakai

d. Jangka waktu peminjaman paling lama 5 tahun
dandapat diperpanjang

e. Pengembalian barang harus dalam keadaan baik

. Lakukan wawancara untuk barang yang dipinjam pakai

tidak sesuai peruntukan, minta alasan kenapa tidak
sesuai peruntukan

Lakukan wawancara apakah ada sanksi yang diberikan
atas ketidak sesuaian peruntukan tersebut

Buat simpulan apakah BMD yang dipinjam pakai
telah sesuai peruntukan

Proses Bisnis: Pengamanan dan pemeliharaan

TAO 8

Tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala

Tujuan: Meyakini bahwa BMD dilakukan
pemeliharaan secara berkala

Prosedur Audit:

1.

Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan
daerah lainnya, SOP terkait Pengelolaan Barang Milik
Daerah

. Dapatkan rencana tahunan pemeliharaan barang unit

(RTPBU)

. Lakukan Pengujian apakah RTPBU telah disampaikan

kepada Biro Perlengkapan /Biro Umum

. Lakukan pengujian apakah telah disusun daftar

kebutuhanpemeliharaan barang (DPKB)

. Lakukan pengujian jenis barang yang dipelihara/dirawat
. Lakukan pengujian apakah tersedia dana pemeliharaan

dalam DASK (dokumen anggaran satuan kerja)
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7. Lakukan pengujian pelaksanaan pemeliharaan (cara
pelaksanaan, cara pembayaran, panitia pemeriksa
pekerjaan)

8. Buat simpulan apakah BMD telah dilakukan
pemeliharaan secara berkala

TAO 9

BMD hilang

Tujuan: Meyakini bahwa tidak terdapat BMD yang hilang

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Dapatkan daftar aset yang berisi nomor kepemilikan
aset

3. Lakukan pengujian apakah terdapat pengamanan
atas BMD (baik fisik maupun administrasi)

4. Lakukan pengujian bentuk pengamanan fisik dan
administrasinya

5. Lakukan pengujian dan inventarisir apakah terdapat
BMD yang sedang bermasalah (hilang, sengketa, dsb)

6. Lakukan pengujian apakah terdapat upaya hukum
yangtelah dilaksanakan atas barang yang bermasalah

7. Buat simpulan apakah terdapat BMD yang hilang

Proses Bisnis: Penilaian

TAO 10

Tidak adanya tenaga ahli yang bersertifikat di
bidang penilaian BMD

Tujuan: Meyakini bahwa semua penilai di daerah
telah bersertifikat penilai BMD

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Dapatkan SK tim penilai Independen yang ditetapkan
oleh kepala daerah

3. Lakukan pengujian susunan tim penilai berdasarkan
penetapan kepala daerah dengan dokumen hasil
penilaian BMD

4. Lakukan pengujian apakah hasil penilaian BMD selain
tanah/bangunan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Buat simpulan bahwa terdapat tenaga ahli bersertifikat
di bidang penilaian BMD
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TAO 11

Nilai BMD pada Neraca tidak sesuai harga wajar

Tujuan: Meyakini bahwa nilai BMD yang tercantum
dalam neraca sudah sesuai nilai wajar

Prosedur Audit:
1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dapatkan dokumen penilaian BMD
. Lakukan pengujian apakah penetapan nilai BMD dalam
rangka penyusunan neraca telah berpedoman pada
standar akuntansi pemerintahan
4. Lakukan pengujian apakah penilaian dilakukan oleh
tim independen yang ditetapkan oleh kepala daerah
5. Lakukan pengujian apakah semua BMD telah dilakukan
penilaian secara berkala
6. Buat simpulan apakah nilai BMD pada neraca telah
sesuai dengan harga wajar

w N

Proses Bisnis: Pemindahtanganan

TAO 12

Pemindahtanganan BMD tidak sesuai ketentuan

Tujuan: Meyakini bahwa pemindahtanganan BMD
sudah sesuai ketentuan

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan
daerah lainnya, SOP terkait Pengelolaan Barang Milik
Daerah ‘

2. Dapatkan Daftar Barang  yang dilakukan
pemindahtanganan

3. Lakukan pengujian barang tersebut apakah memenuhi
syarat pemindahtanganan

4. Dapatkan dan evaluasi laporan penilaian BMD atas
barang yang dipindahtanganan

5. Dapatkan dan evaluasi dokumen pelaksanaan
lelang/perjanjian tukar-menukar (BA)

6. Bandingkan hasil pemindahtanganan dengan
hasil penilaian (cek kewajaran harga)

7. Untuk tukar-menukar, cek apakah barang yang
dilepas maupun penggantinya tidak dalam sengketa
dan tidak merugikan Pemda
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8. Untuk Penyertaan modal daerah, cek apakah telah
mendapatkan persetuyjuan Gubernur dan telah
dituangkan dalam peraturan daerah

9. Lakukan pengujian apakah hasil penjualan telah
disetorkan ke kas daerah

10. Lakukan wawancara dengan pihak terkait (penilaian,
proses lelang)

11. Buat simpulan apakah pemindahtanganan BMD
telah sesuai ketentuan

TAO 13

Tanah/Bangunan di atas S5 milyar tidak melalui
persetujuan DPRD

Tujuan: Meyakini bahwa pemindahtanganan
Tanah/Bangunan lebih dari Rp 5 Milyar telah melalui
persetujuan DPRD

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Lakukan pengujian apakah ada pemindahtanganan
BMD berupa penjualan, tukar menukar, hibah,
penyertaan modal pemerintah daerah

3. Lakukan pengujian apakah  pemindahtanganan
tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan yang
bernilai lebih dari 5M telah mendapatkan persetujuan
DPRD

4. Buat simpulan apakah Tanah/Bangunan > Rp 5M telah
melalui persetujuan DPRD

Proses Bisnis: Pemusnahan

TAO 14

Tata cara Pemusnahan BMD tidak sesuai ketentuan

Tujuan: Meyakini bahwa tata cara pemusnahan BMD
sudah sesuai ketentuan

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya, SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Dapatkan  dokumen  daftar barang/Laporan/BA
pemusnahan BMD
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3. Lakukan pengujian apakah pemusnahan barang sudah
sesuai ketentuan (tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, dan
alasan lain)

4. Lakukan pengujian dengan cara apa pemusnahan
dilakukan (dibakar, dihancurkan, ditimbun,
ditenggelamkan, atau cara lain)

5. Lakukan pengujian apakah pemusnahan sudah
dilakukan pengajuan permohonan pemusnahan dan
mendapat persetujuan Kepala Daerah

6. Lakukan pengujian apakah pemusnahan sudah
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada
Kepala Daerah

7. Buat simpulan apakah pemusnahan BMD telah
sesuai Ketentuan

Proses Bisnis: Penghapusan

TAO 15

Alasan penghapusan tidak sesuai ketentuan

Tujuan: Meyakini bahwa alasan penghapusan sudah
sesuaiketentuan

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Dapatkan  dokumen  daftar barang/Laporan/BA
penghapusan BMD

3. Lakukan pengujian apakah dasar penghapusan
terhadapbarang sudah sesuai ketentuan:

a. Rusak Berat

b. Tidak dapat digunakan secara optimal

¢. Kadaluarsa

d. Beralih kepemilikan

e. Persediaan barang melebihi kebutuhan

f. Nilai ekonomis lebih menguntungkan kalau dihapus

4. Lakukan pengujian apakah BMD yang berdasarkan
ketentuan di atas sudah dihapuskan dari daftar BMD

5. Lakukan pengujian apakah pelaksanaan penghapusan
telah dilaporkan kepada pengelola barang

6. Lakukan pengujian apakah penghapusan barang
daerah telah diterbitkan surat keputusan penghapusan
oleh kepala daerah

7. Buat simpulan apakah alasan penghapusan BMD
telah sesuai ketentuan
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Proses Bisnis: Penatausahaan

TAO 16

Pelaporan BMD tidak akurat

Tujuan: Meyakini bahwa pelaporan BMD sudah akurat

Prosedur Audit:

Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan
daerah lainnya, SOP terkait Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Dapatkan Laporan-laporan BMD yang dihasilkan dari
pengurus BMD (LBPS, LBPT, LBMD)

. Observasi dan uji ulang penggunaan sistem/aplikasi

penatausahaan BMD yang digunakan
Dapatkan, telusuri dan cek laporan inventarisasi dan
rekonsiliasi

. Lakukan pengujian dengan membandingkan BMD

dengan laporan BMD
Cek ketepatan waktu dan alur penyampaian Laporan
BMD

. Wawancara dengan pihak terkait (KPB, PB, pembuat

laporan) Buat simpulan apakah pelaporan BMD telah
akurat

TAO 17

Terdapat BMD yang tidak tercatat dalam KIB/Laporan
BMD

Tujuan: Meyakini bahwa BMD telah tercatat dalam
KIB/Laporan BMD

Prosedur Audit:

1.

o]

Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

. Dapatkan daftar BMD /Daftar KIB
. Bandingkan isi yang tercantum dalam KIB tersebut

dengan kenyataan yang ada, bila tidak cocok mintakan
penjelasan dari pengurus/penanggungjawab barang,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lakukan uji dari
daftar KIB)

. Lakukan observasi setiap ruangan apakah

sudah dibuatkan Kartu Inventaris Ruangan (KIR),
cocokkan dengan keadaan barang yang ada di ruangan
tersebut
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5. Apabila terdapat perbedaan baik dari jenis, jumlah,
maupun harga barang menurut daftar mutasi barang
dan daftar inventaris barang, telusuri penyebabnya

6. Lakukan pengecekan fisik barang inventaris di lokasi,
bandingkan dengan barang yang dicatat dalam
dokumen inventaris

7. Buat simpulan apakah semua BMD telah tercatat

Proses Bisnis: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

TAO 18 BMD tidak pernah dipantau/diawasi

Tujuan: Meyakini bahwa BMD dilakukan

pemantauan/diawasi

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dan pelajari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan daerah
lainnya,SOP terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Dapatkan dokumen rencana pemantauan dan
penertiban BMD pada Pengguna Barang

3. Dapatkan dokumen rencana pemantauan dan
investigasi pada Pengelola Barang

4. Lakukan pengujian realisasi pemantauan, penertiban,
daninvestigasi atas BMD

5. Lakukan pengujian apakah telah dilakukan Monitoring
dan pelaksanaan TL atas laporan BPK /APIP terkait
BMD

6. Buat simpulan apakah BMD selalu dipantau

5. Penyusunan Program Kerja Audit

Setelah melakukan penilaian kecukupan pengendalian, auditor dapat
merancang dan merencanakan pengujian yang akan dilakukan dalam
mencapai tujuan audit. Penyusunan rencana pengujian termasuk sifat
pengujian, waktu dan teknik atau prosedur yang diperlukan dalam
melakukanaudit. Rencana pengujian merupakan langkah yang disusun
dalam upaya mendapatkan bukti-bukti. Rencana pengujian tersebut
dituangkan dalam program kerja audit. Berikut langkah-langkah yang
dapat dilakukan:

a) Lakukan penyusunan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis,
mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama audit;

b} Tuangkan dalam format PKA yang memuat rencana dan realisasi
prosedur audit, siapa yang melaksanakan, waktu yang diperlukan, dan
nomor Kertas Kerja Audit (KKA) pada saat kegiatan pelaksanaan audit.
PKA disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan audit.
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6. Pengalokasian Sumber Daya

Pengalokasian sumber daya mencakup sumber daya manusia (Auditor),

anggaran biaya, serta sumber daya lainnya (peralatan dan teknologi

tertentu) untuk dapat melaksanakan penugasan. Berikut langkah-langkah
yang dapat digunakan dalam pengalokasian sumber daya:

a) Lakukan pembentukan tim audit yang disertai dengan surat penugasan
dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan
penugasan yang diperlukan, dalam hal ini pengelolaan BMD;

b) Identifikasi SDM APIP yang memahami proses bisnis pengelolaan BMD
seperti personil/tim yang pernah terlibat pengawasan / consulting terkait
dengan pengelolaan BMD;

c) Identifikasi dan analisis isu terkini, besaran anggaran, dan kejadian
temuan tahun sebelumnya terkait dengan pengelolaan BMD;

d) Tentukan dan alokasikan sumber daya berdasarkan risiko penugasan
dalam hal penyusunan anggaran, waktu penugasan/alokasi hari
pengawasan dalam tahapan penugasan;

€) Susun surat penugasan.

Contoh Tahap Perencanaan Audit Pengelolaan BMD terdapat pada Lampiran 2

B. Pelaksanaan Audit Pengelolaan BMD
Pada tahap pelaksanaan, auditor melakukan pengujian dengan melaksanakan
prosedur dan teknik audit untuk mengumpulkan bukti audit. Langkah-
langkah pelaksanaan audit secara singkat sebagai berikut:
1. Pengujian dan Pengumpulan Bukti
Untuk dapat mencapai tujuan audit, auditor dapat menilai, menguji,
menganalisis, dan menyimpulkan ketaatan atas suatu pengelolaan BMD
sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai didukung dengan
bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material. Auditor menggunakan
cara atau teknik audit untuk mendapatkan informasi dalam bentuk bukti
audit yang didokumentasikan dan digunakan untuk menyimpulkan suatu
kegiatan pengawasan. Bukti Audit yang digunakan dalam mendukung
simpulan hasil audit, meliputi:
a) Bukti dokumen;
b) Bukti keterangan;
c) Bukti analisis;
d) Bukti pengujian fisik.
Teknik audit yang umum digunakan dalam mengumpulkan dan
mendapatkanbukti meliputi, namun tidak terbatas antara lain:
a) Verifikasi;
b) Observasi;
c) Inventarisasi;
d) Inspeksi;
e) Analisis;

-20-



3.

f) Evaluasi;

g) Konfirmasi;

h} Cek;

1) Vouching;

j} Pembandingan;

k) Rekonsiliasi.

Pengujian dan pengumpulan bukti audit dilakukan sesuai dengan PKA,
namun dapat dikembangkan sesuai dengan bukti-bukti yang berhasil
dikumpulkan, data dan informasi, serta kondisi yang dihadapi.

Evaluasi Bukti dan Pengambilan Simpulan

Evaluasi bukti dilakukan untuk menentukan apakah pengujian bukti yang
dilakukan telah cukup dan berkualitas, atau perlu pengujian lagi sebelum
auditor mengambil kesimpulan hasil audit. Setelah bukti audit yang
dikumpulkan sudah memadai, auditor dapat menyimpulkan hasil
pengujiannya. Auditor mengambil simpulan berkaitan pengujian
pengendalian yang dihubungkan dengan efektivitas penanganan risiko,
apakah implementasi pengendalian yang dibangun telah efektif, dan apakah
terdapat kejadian dan dampak risiko pada tahapan pengelolaan BMD.
Simpulan hasil pengujian merupakan rangkuman dari berbagai hasil
pengujian yang dilakukan yang didokumentasikan dalam KKA.

Pengembangan Temuan dan Rekomendasi
Auditor menyusun temuan setelah melakukan pengujian dan evaluasi bukti
yang berawal dari perbandingan antara kondisi (apa yang sebenarnya
terjadi) dan kriteria (apa yang seharusnya terjadi), auditor mengungkap
akibat yang ditimbulkan dari perbedaan kondisi tersebut serta mencari
penyebabnya, dan membuat rekomendasi perbaikan. Pengembangan
temuan dapat menentukan keberhasilan kegiatan audit. Agar
pengembangan temuan menjadi efektif, auditor perlu memahami unsur-
unsur temuan yang meliputi:
a) Kondisi
Kondisi adalah hal yang ditemukan pada saat audit yang memiliki
kekurangan atau kelemahan, memuat uraian tentang hal-hal yang
ditemukan langsung atau hal-hal yang sebenarnya terjadi.
b) Kriteria
Kriteria adalah Kketentuan, prosedur, atau persyaratan yang dipakai
sebagairujukan standar.
c) Sebab
Mengungkapkan apa yang menjadi penyebab terjadinya kondisi.
d) Akibat
Merupakan dampak yang terjadi atas adanya perbedaan antara kondisi
dankriteria.
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e) Rekomendasi
Merupakan usulan rencana perbaikan yang diberikan oleh auditor
untuk memperbaiki gap/kesenjangan antara kondisi dan kriteria.
Rekomendasi tersebut dirancang untuk dapat menghilangkan kelemahan
(penyebab) danmampu mengurangi dampak.
Gambar 4.1 Atribut Temuan

Sumber: diolah dari berbagai sumber

4. Penyusunan dan Pendokumentasian Kertas Kerja Audit

Kertas kerja audit merupakan catatan/berbagai prosedur audit yang

dilakukan,bukti yang diperoleh, pendokumentasian saat pelaksanaan audit.

Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci hingga dapat terlihat

hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan hasil audit. Setiap

dokumentasi kertas kerja perlu direviu secara berjenjang guna memastikan:

a) Kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan
PKA;

b) Pelaksanaan audit dan simpulan audit telah sesuai dengan standar
audit KKA disimpan secara tertib dan sistematis sehingga dapat
mendukung simpulan, fakta, dan rekomendasi dalam melakukan audit.

Contoh Kertas Kerja Audit (KKA) Pengelolaan BMD terdapat pada Lampiran 3

o



5. Penyusunan Simpulan dan Temuan Sementara
Auditor menuangkan simpulan hasil audit dan daftar temuan sementara ke
dalam konsep Berita Acara Hasil Audit. Simpulan sementara diharapkan
menjadi perhatian dan untuk memperoleh tanggapan dan rencana
perbaikan ke depan bagi auditi.

6. Pembahasan Simpulan, Temuan Sementara, dan Hasil Audit dengan

Auditi

Auditor menyampaikan hasil simpulan dan temuan sementara kepada

pimpinan auditi sekaligus sebagai klarifikasi. Simpulan dan daftar temuan

sementara dituangkan dalam konsep Berita Acara Hasil Audit dengan

atribut lengkap yang mencakup:

a) Data umum auditi;

b) Uraian hasil audit berupa temuan atribut lengkap (judul temuan,
kondisi,kriteria, sebab, akibat, dan konsep rekomendasi);

¢) Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang mengarah pada
kerugiannegara, maka disarankan untuk dilakukan audit investigasi;

d) Simpulan dan rekomendasi.

Contoh Berita Acara Audit Pengelolan BMD terdapat pada Lampiran 4

. PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT
Pengkomunikasian hasil audit merupakan tahap yang paling penting dalam
penyelesaian audit. Kegiatan ini meliputi penyusunan Laporan Hasil Audit
(LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan
tanggapan atas simpulan dan rekomendasi, penyampaian LHA serta monitoring
dan tindak lanjut hasil audit.
1) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit
Auditor harus menyusun konsep laporan sesuai dengan SAIPI Paragraf
3340, dalam hal ini konsep laporan direviu secara berjenjang mulai dari
pengendali teknis, pengendali mutu, hingga pejabat yang berwenang. SAIPI
juga mensyaratkan bahwa suatu laporan hasil audit intern harus
mencakup:
a) Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit;
b) Tujuan, ruang lingkup, dan metodologi;
¢) Hasil audit berupa temuan, simpulan, dan rekomendasi;
d) Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil audit.
Auditor harus mengkomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan
intern kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Contoh Laporan Audit Pengelolaan BMD terdapat pada Lampiran 5
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2) Monitoring dan Tindak Lanjut
Auditor memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan auditi untuk
memastikan semua rekomendasi telah dilaksanakan dan tingkat
pencapaian outcome serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut
dalam rencana strategis maupun tahunan. Kewajiban pelaksanaan tindak
lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 43
menyebutkan bahwa pimpinan instansi/SKPD wajib melakukan tindak
lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan tindak
lanjut dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan yang
ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi terutama dalam
pencapaian tujuan organisasi.
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BABIV

PENUTUP

Panduan Audit Pengelolaan BMD ini disusun untuk dapat memberikan panduan
dalam pelaksanaan audit ketaatan tematik pengelolaan BMD dan hasilnya
diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan BMD
yang lebih efektif dan efisien di daerah. Langkah-langkah dalam panduan ini
merupakan langkahminimal dan dapat dikembangkan oleh tim audit sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan di daerah.

Kami menyadari bahwa Panduan Audit Pengelolaan BMD ini masih jauh dari kata
sempurna. Untuk itu, kami berharap mendapat masukan yang bersifat
membangun sehingga panduan ini dapat bermanfaat bagi APIP Daerah untuk
dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam pencapaian tujuan
organisasi khususnya padapengamanan aset terkait BMD.
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Lampiran 1

Contoh Potential Audit Objective (PAO) dalam pelaksanaan audit pengelolaan BMD

No.

Tahapan
Pengelolaan
BMD

PAO/Risiko Pengelolaan BMD

Perencanaan
Kebutuhan dan

penganggaran

Tidak menyusun Rencana Kebutuhan BMD
(RKBMD)/RKBMDyang disusun tidak cukup akurat

RKBMD tidak sesuai atau tidak mengacu pada standar
barang atau standar kebutuhan, serta standar harga

SKPD terlambat mengusulkan usulan RKBMD terlambat
danRKBMD ke Bidang Aset

RKBMD kekurangan dokumen usulan/telaah kebutuhan
dari OPD

Reviu RKA tidak dilengkapi dengan KAK/TOR

RKBMD tidak sesuai kebutuhan

RKBMD tidak dijadikan dasar sepenuhnya dalam
penyusunan RKA

Penggunaan

Penggunaan BMD tidak efektif dan tidak sesuai dengan
tugas dan fungsi

Penggunaan BMD tidak sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku

Penggunaan BMD oleh pihak lain

Status penggunaan BMD belum ditetapkan

Penggunaan tidak sesuai dengan tujuan pengadaan

Mutasi BMD antar SKPD (terkait mutasi pejabat) masih
belum tertib

Pemanfaatan

Terdapat pemanfaatan BMD tanpa skema pemanfaatan
BMD

BMD digadaikan/dijaminkan

Sewa:

1. Rencana pemanfaatan sewa BMD tidak sesuai dengan
usulan pemanfaatan sewa BMD

2. Usulan permohonan sewa yang disampaikan tidak
lengkap/sesuai namun tetap di proses

3. Kualitas dokumen usulan/permohonan belum sesuai
ketentuan

4. Uang sewa tidak disetor ke kas daerah

5. Besaran sewa yang dibayarkan/disetorkan kurang dari
yangditetapkan pengguna barang

6. Pemanfaatan telah habis masanya tidak diperpanjang
dan mitramasih memanfaatkan BMD
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7. Mitra sewa tidak melakukan pengamanan dan
pemeliharaanBMD

8. Proses perpanjangan sewa memakan waktu yang relatif
lama

Pemanfaatan BMD belum optimal memberikan kontribusi
peningkatan BMD

KSP:
1. Jangka waktu dalam perjanjian pelaksanaan KSP tidak
sesuaidengan peraturan yang berlaku

Tahapan PAO/Risiko Pengelolaan BMD
No. | Pengelolaan 2. Perjanjian KSP tidak memuat hal-hal yang sudah
BMD ditentukandalam peraturan
3. Penandatanganan perjanjian pelaksanaan KSP dilakukan
lebihdari 1 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya
surat persetujuan oleh Pengelola Barang
4, Mitra KSP tidak/terlambat membayarkan pembayaran
kontribusitetap tahun berikutnya
5. Mitra KSP tidak melakukan pengamanan dan
pemeliharaan atasbarang hasil pemanfaatan BMD
Aset belum dioptimalkan
Aset yang tidak diketahui keberadaannya
Barang Serah Guna (BSG)/Barang Guna Serah (BGS):
1. Pembayaran kontribusi tidak dibayarkan ke kas daerah
2. Setelah jangka waktu BGS habis, menunda proses
penyerahan kepada Pemda
3. Kondisi Aset yang di BSG/BGS tidak sesuai dengan
perjanjian
4. Aset tidak dapat dioptimalkan karena posisi aset kurang
strategis/tidak sesuai spesifikasi teknis (sudah
dilakukan
5. penawaran tetapi tidak ada peminatnya)
4. | Pengamanan BMD rusak/hilang
dan Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat/tertib
pemeliharaan Aset tidak didukung dengan data yang andal

Kondisi aset tidak sesuai dengan umur ekonomisnya

Tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala

Plang/patok/BPKB/sertifikat hilang

Tidak terbit sertifikat kepemilikan BMD

Tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala

Banyak pengembang yang tidak menyerahkan BAST
fasos/fasum
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Penilaian

Penilaian BMD tidak dilakukan oleh pihak yang sesuai
dengan peraturan (Penilai Pemerintah/Penilai publik yang
ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota

Harga tidak wajar

Penilaian bukan terhadap BMN/D

Hasil penilaian tidak ditetapkan/disahkan

Penilaian kembali tidak dilakukan secara berkala

Tenaga penilai di pemerintah daerah belum tersedia

Pemindah
tanganan

Pemindahtanganan BMD tidak sesuai ketentuan

Hasil pemindahtanganan BMD tidak memberikan hasil
yangoptimal dalam pengelolaan keuangan daerah

Proses lelang tidak benar

Penjualan dalam bentuk paket scrap

Risiko regulasi hibah perorangan yang belum jelas

Tahapan
Pengelolaan
BMD

PAO /Risiko Pengelolaan BMD

Usulan untuk pemindahtanganan tidak sesuai ketentuan

Tanah/Bangunan > RP100M tidak melalui persetujuan DPR
(BMN)

Tanah/Bangunan > RP5M tidak melalui persetujuan DPRD
(BMD)

Pemindahtanganan BMD tidak dapat diproses karena tidak
memenuhi syarat (pemohon hibah tidak berbadan hukum)

Pemusnahan

Proses/tata cara Pemusnahan BMD tidak sesuai ketentuan

Pemusnahan tidak dilakukan oleh orang yang sesuai
ketentuan

Pendokumentasian pemusnahan BMD tidak memadai (tidak
adaBA/BA tidak dilaporkan)

Cara Pemusnahan tidak sesuai ketentuan

Risiko regulasi hibah perorangan yang belum jelas

Tidak semua barang yang harusnya dapat dimusnahkan
dapat diproses pemusnahannya (barang eks pasien rumah
sakit)

Penghapusan

Alasan penghapusan tidak sesuai ketentuan

Penghapusan tidak mendapatkan persetujuan

Penghapusan termasuk barang yg dikecualikan

Terdapat aset rusak berat yang belum dihapuskan

Barang yang sudah dihapus fisiknya masih ada dalam
penguasaan

Barang yang sudah dihapus fisiknya masih tercatat

Barang yang hilang belum dihapuskan
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9. | Penatausahaan Pelaporan BMD tidak akurat
Tidak pernah dilakukan inventarisasi/cek terhadap BMD
Laporan BMD terlambat dibuat/disampaikan
Sensus tidak dilakukan secara berkala
Terdapat BMD yang tidak tercatat/BMD di daftar tidak ada
fisiknya
10. | Pembinaan, Tidak ada Penanggungjawab atas pengawasan dan
pengawasan pengendalian
dan BMD tidak pernah dipantau/diawasi
pengendalian SDM pengurus barang belum kompeten

Terdapat tanah/bangunan yang belum memiliki sertifikat

Materi tidak tersampaikan dengan baik kepada seluruh
pesertapembinaan

Tidak memahami tupoksi
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Lampiran 2

Contoh Tahap Perencanaan Audit Pengelolaan BMD

A. Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan Jenis

Audit Audit
Memberikan keyakinan yang memadai bahwa | Audit Tujuan Tertentu -
pengelolaan BMD telah sesuai dengan | AuditKetaatan
peraturan perundang-undangan, kebijakan,
dan prosedur yang berlaku.

Ruang Lingkup Audit atas Pengelolaan BMD

Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten XYZ (uji petik pada tahapan
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, dan penatausahaan)
Tahun Anggaran 20XX.

B. Pemahaman Proses Bisnis Auditi
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah. Pengelolaan BMD secara spesifik pada Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33
Tahun 2016 Secara rinci, jenis BMD berdasarkan kodefikasi barang meliputi:

Persediaan

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Konstruksi Dalam Pekerjaan

Aset Tetap Lainnya

Aset yang diperoleh dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga

. Aset Tidak Berwujud

10.Aset lain-lain

©®NO; P WN -

-30 -




I.HMO

Yejuuawag -

[EPON
ueenaAuad
ueiodefpd deq

" !
: . - :
umnm__me__E_“. iejnudw

——— e —

m "uenynquiad " uejeniuad
ueeseyijawad § | n , w L
uep i . -

, M EM3S w

‘uesemesuag L . I e —— T LA r——
'ueeuIQUAg ueeyesn uesnd ueye ueuesuey ueeung3uag ueepesuag uep
BIBUd eySuag usnuiad yepuiwagd UBBUBIUDI
L | - L 1 1 1 Il

J
uee|
o[28uad

mmndiew gg ueejojeduad uedeye; /snpjis undepy



)NMI

ang ueejoe8uad uedeye) /snpyis usduap 1S (z)
jnun Jourou st (1)
:uedurioley]
(€1) 1) | (1M lo1) (e) (8) (2) (9) (s) () (€) () (1)
ang ue
oy qed BUSHIO], ejojeBuag
SRl | weq ueupy| Sued wepein 19quing L AHFwod ONISRI werein uedeqeL,/
FBTIN Sunwoy| wNeyld SnHIs
.°=
sep ONSR] SISHEUY yedureq on qeqeg OXISK ISEYPRUSPI
oud 0
uejnin
OMIST SISITVNV NVJ ISVAIJLLNIEAI
(yexeqsn vurey)
: ajo MItAIIq
1e83uey,
(yereq = eurey) : esyuadip 3ues esel
: §ojo unsnsiq uerediuy ungey
Vid ‘39 Py uvIeses
VM IoOwoN e g ueejoladuad 1rpny uejeidoy vwWIeN

-------- SOUH \ﬂ”“’h"g\ﬂg ugoyaus

(d1dv dO¥)

aWg weejo[s3usd ONISTY SISIEUY UEp ISEUYRUSP]

ke



IMMI

yepuala) OMISLI B[eys 3 133unJa) oXIsU B[eys ueyIeseptaq unsnsip Sues jexsuued ue3duap Isng

sedurep eress uedusp urun{3unwWey Breys ueiextad ueduap 1sng

g ereys urerep uawslfeuew uexde)s) 1p eAueserq 3ued oxisiu eAuipelis) sjedurep jexydun uereiuad eLIaLL] UBduap ISUQ
G ereys

urerep uswsfeuew ueyde)s) 1p eAueselq Fued oxisil eAuipel1s) veunjSunuway jexdun uerefiuad BLILY ueduap ISHQ
pel123 Ingasia) oyisu eIl jedurep evuaytay Sues yeyrd ueduap 1sug

1pel1a) ;nqgesiay oxisu exil yedurep uesnuma ueduap 1sug

oxisu qeqaluad a)qpjjo4ucoun /2)qp]oLuco Ueduap 1suq

(reu1sysya /Teuraiur) oqISL Iaquins ue3uap Isng

oxisul eAurpel1a) qeqsiuad uesnuni ueduap s

oxisut stpiad weSuap 1S

ISeqynuapLia) Sue oxISU uereIn uegduap s

(e1)
(z1)
(1)

(o1)
(6)
(8)
(2)
(9)
(<)
(+)
(€)



I¢MD

(2) (9) (s) (¥) (€) (2) (1)
(repeway
NepLL/repewagy)
werepusfuag Teap]
ueifndusg uyesaq uefe epy OISR npny
BruUBOUIY wednynooy puaduag Buelueepusduag werelrn uwenfng, | ‘oN
b d Lt | uresaqg ayesag
NVITVANIONAd
WNALSIS ISVATVAA NVA ISVHIJLLNIAI
(yereqgmn eurey)
: YO0 MITAIIT
redduey
(yexeg % surey) : esypodip Susd esel
: gayo unsnsiq : wered3uy unyey
Vid ‘Jd pny usreses
vEMIOWoOoN e g ueeo[28uad 1Ipny ueje[day] vweN

...... ej03 /usjednqey]/Isutaoid Jesoyyadsul

(d1dv JOH)

uel[nSuad vuesusy] ueunsniusg vlIos Ueiepuadusd WIISIS [SENE[BAF Uep IseyyrIuap]l 'q




lmM|

epe 3uef ueepuaduad uresap uernduad eueouas ueFuap stug  (2)
(repeuraw yepn /repewaw) ueepusduad uresap uednynosy depeyrs) uerentuad ueduap suqg  (9)
ox1su1 eAurpeliay (eayvbyiw) Buemduswuep ‘(2n139912p)
1IS3a39puaw ‘(@ayuanasd) yeSsousw jedep [eapr yepns epe Jued ueepusdued uresep yesede uedusp g (Q)
o¥IsU ueyauaw ynjun ynregduadiaq Jreuaq-reuaq Sued uerepusduad resap sng ()
repuey Sued uerepusduad uressp DiIjuaw yers) Jued oxisu uerein uedusp isug  (g)
stusiq sasoxd wrerep nipne uenlny uwefuap suq ()
un sowou s (1)
:uedueiajey



E. Penyusunan Program Kerja Audit

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit : Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh
Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT

Pengujian Substantif RKBMD Pengadaan:

Risiko: RKBMD yang disusun tidak cukup akurat

No | Uraian BMD Usulan Kebutuhan Selisih Keterangan

Kesimpulan



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan
Sasaran Audit
Tahun Anggaran
Masa yang Diperiksa

: Audit Pengelolaan BMD No. KKA
: Audit Kepatuhan Ref. PKA
: 2022 Dibuat Oleh
: 2022 Tanggal
Direviu Oleh
Tanggal
KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
RKBMD Pengadaan

Risiko: RKBMD tidak sesuai pada standar barang/standar kebutuhan (SBSK)

No

Uraian BMD

SBSK
Usulan Sesuai Tidak Keterangan
Sesuai

Kesimpulan




Nama Kegiatan
Sasaran Audit
Tahun Anggaran
Masa yang Diperiksa

: Audit Pengelolaan BMD No. KKA :
: Audit Kepatuhan Ref. PKA :
: 2022 Dibuat Oleh
12022 Tanggal
Direviu Oleh
Tanggal
KERTAS KERJA AUDIT

Pengujian Substantif
Penggunaan BMD

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Risiko: Penggunaan BMD tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

Lokasi | Pengguna | Dokumen Penggunaan BMD
No Uraian BMD BMD BMD Sumber Sesuai Tidak Sesuai | Keterangan
Penggunaan

Kesimpulan




Nama Kegiatan

Sasaran Audit

Tahun Anggaran
Masa yang Diperiksa

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

: Audit Pengelolaan BMD No. KKA
: Audit Kepatuhan Ref. PKA
: 2022 Dibuat Oleh
: 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Status BMD

Risiko: Status penggunaan BMD belum ditetapkan

No

Uraian BMD

Status Barang

Sudah Belum
ditetapkan | Ditetapkan

Keterangan

Kesimpulan




INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan . Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit : Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa . 2022 Tanggal
Direviu Oleh
Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT

Pengujian Substantif Pemanfaatan BMD

Risiko: Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan dokumen perjanjianpemanfaatan aset

No | Uraian BMD | Pihak Surat Peruntukan BMD Keterangan
Ketiga | Perjanjian |  Sesuai | Tidak Sesuai

Kesimpulan



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan . Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit . Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif PAD Pemanfaatan BMD

Risiko: Uang Sewa tidak disetorkan ke Kas Daerah

Biaya
No | Daftar Sewa Sewa Penyetoran Sewa (PAD) Keterangan

Kesimpulan



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan
Sasaran Audit
Tahun Anggaran
Masa yang Diperiksa

. Audit Pengelolaan BMD No. KKA
: Audit Kepatuhan Ref. PKA
: 2022 Dibuat Oleh
1 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Pemanfaatan BMD

Risiko: BMD yang dipinjam pakai tidak sesuai peruntukkan

Peruntukan
Pihak Surat BMD
No | Uraian BMD Peminjam | Perjanjian | Sesuai | Tidak Katarangan
Sesuai

Kesimpulan




Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit : Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif

Pemeliharaan

Risiko: Tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No | Uraian BMD

Kondisi Tanggal Jenis Biaya
Barang | Pemeliharaan | Pemeliharaan | Pemeliharaan
B/RR/RB

Nama
Penyedia

Keterangan

Kesimpulan




INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit . Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa . 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Pengamanan

Risiko: BMD Hilang

Uraian BMD Pengamanan

No Kode Kode Nama | Kondsi Fisik Administrasi
Barang Register | Barang | Barang

Hukum

Status
Kepemilikan

Kesimpulan




INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit : Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Penilaian

Risiko: Tidak adanya tenaga ahli yang bersertifikat di bidang penilaian BMD

Tim Penilai

Tahun SK Tim Bersertifikat | Bersertifikat
Penilaian | Uraian Penilai

No Keterangan

BMD i

BMD | \darTidak | Nomor | Pemerintah/ | v o
Penilai
Publik

Kesimpulan :



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit : Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Penilaian

Risiko: Nilai BMD pada Neraca tidak sesuai harga wajar

No | Uraian BMD | Tahun Nilai | SK Tim Nilai pada Neraca Keterangan
Penilaian Penilai Sesuai tidak

Kesimpulan



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan
Sasaran Audit
Tahun Anggaran
Masa yang Diperiksa

: Audit Pengelolaan BMD No. KKA
: Audit Kepatuhan Ref. PKA
: 2022 Dibuat Oleh
. 2022 Tanggal
Direviu Oleh
Tanggal
KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Pemindahtanganan

Risiko: Pemindahtanganan BMD tidak sesuai ketentuan

No Uraian BMD

Nilai Disetorkan Ke Kas | Keterangan
BMD : Nilai BMD saat Daersh
. indahtanganan Selisih
Laporan | Pe™ ga Ya Tidak
Penilaian

Kesimpulan




INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit : Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif

Pemindahtanganan

Risiko: Tanah/Bangunan > RP5M tidak melalui persetujuan DPRD

No Uraian BMD Nilai BMD | Persetujuan DPRD
Ya Tidak

Keterangan

Kesimpulan




INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit . Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Pemusnahan

Risiko: Tata cara Pemusnahan BMD tidak sesuai ketentuan

Dasar Pemusnahan
Kondisi Cara BA

No | Uraian BMD BMD | Pemusnahan Bt e Pemusnahan | Keterangan

Pengajuan | Persetujuan

Kesimpulan :



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit : Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh
Tanggal
KERTAS KERJA AUDIT
Penguijian Substantif
Penghapusan
Risiko: Alasan penghapusan tidak sesuai ketentuan
Dasar Penghapusan
Kondisi Alasan
No | UraianBMD | BMD | Penghapusan — g4 Laporan Surat Keterangan
Serah | Penghapusan | Persetujuan
Terima
Kesimpulan
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Nama Kegiatan
Sasaran Audit
Tahun Anggaran

Masa yang Diperiksa

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

: Audit Pengelolaan BMD No. KKA
: Audit Kepatuhan Ref. PKA
: 2022 Dibuat Oleh
: 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Penatausahaan

Risiko: Pelaporan BMD Tidak Akurat

Laporan yang Dihasilkan
No Tahun Nama Tanggal | Keseuaian Keterangan
Pelaporan | Laporan | Pelaporan | Pelaporan
Kesimpulan
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Nama Kegiatan
Sasaran Audit
Tahun Anggaran
Masa yang Diperiksa

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

: Audit Pengelolaan BMD No. KKA
: Audit Kepatuhan Ref. PKA
12022 Dibuat Oleh
: 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

KERTAS KERJA AUDIT
Pengujian Substantif
Penatausahaan

Risiko: Terdapat BMD yang tidak tercatat dalam KiB/Laporan BMD

No | Uraian BMD

Terdapat dalam KIB Terdapat dalam

Laporan BMD

Ya

Tidak Ya Tidak

Keterangan

Kesimpulan :
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INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nama Kegiatan : Audit Pengelolaan BMD No. KKA
Sasaran Audit : Audit Kepatuhan Ref. PKA
Tahun Anggaran : 2022 Dibuat Oleh
Masa yang Diperiksa : 2022 Tanggal
Direviu Oleh

Tanggal

Kertas Kerja Pemeriksaan BMD

Risiko: BMD tidak pernah dipantau/diawasi

Nama Gedung

Kode Gedung
Nama Ruangan
Kode Ruangan
Merk/ Kode Tahun Kondisi
No | Nama Barang | Type | Barang/NUP | Perolehan Baru Rusak Ringan RusakBerat
Kesimpulan :
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Lampiran 4

Contoh Berita Acara Audit Pengelolaan BMD

BERITA ACARA EXIT MEETING
AUDIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA.....

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ...., kami yang bertanda
tangandi bawah ini:
1. Nama
NIP
Jabatan
Peran

2. Nama
NIP
Jabatan
Peran
3. dst
telah melaksanakan Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Provinsi/Kabupaten/Kota XYZ atas aset daerah berupa ...dengan tahun anggaran
20XX.
Dengan mempertimbangkan kecukupan identifikasi risiko dan desain
pengendalianatas pengelolaan BMD didapati permasalahan sebagai berikut:

i | (uraikan permasalahan yang ditemui)
2. .
. dst

Atas permasalahan-permasalahan yang ditemui tersebut, kami selaku tim audit
merekomendasikan kepada , agar:

1({uraikan rekomendasi atas permasalahan 1)

2(uraikan rekomendasi atas permasalahan 2)

3dst

Atas permasalahan dan rekomendasi tersebut, BPKAD
Provinsi/Kabupaten/Kota..... menyatakan sepakat/tidak sepakat dan akan segera
menindaklanjuti hasil audit tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Kepala Organisasi Perangkat
DaerahProvinsi/Kab/Kota....

.........................

Pengendali
Teknis

.................

2. Ketua Tim

-----------------

ooooooooooooooooo
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Lampiran 5

Contoh Laporan Hasil Audit Pengelolaan BMD

(KOP APIP)
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota........

Nomor : LHA- /XX/XX/20XX . 20XX
Lampirant : . Lampiran
Hal : Laporan Hasil Audit Pengelolaan Barang Milik

DaerahProvinsi/Kabupaten /Kota Tahun 20XX

Kami telah melakukan audit pengelolaan BMD pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota XYZ atas aset daerah berupa ...dengan tahun
anggaran 20XX. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional
Asosiasi APIP Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan kami yakin bahwa audit
tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan saran perbaikan yang
diperlukan untuk perbaikan pengelolaan risiko dan proses pengendalian intern
serta tata kelola pemerintahan.

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAGIAN KEDUA : URAIAN HASIL AUDIT
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BAGIAN PERTAMA
URAIAN HASIL
AUDIT

A. Ringkasan Hasil Audit
Berdasarkan hasil Audit audit pengelolaan BMD pada Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota XYZ atas aset daerah berupa ...dengan tahun

anggaran 20XX sesuai Surat Perintah Tugas
Inspektur....(Provinsi/Kabupaten/Kota) Nomor:........... Tanggal ,diperoleh
simpulan sebagai berikut:

e

2. e

3. Dst

B. Rekomendasi
Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit kami rekomendasikan
kepadaKepala . (Pemerintah Daerah/OPD) agar:
1-.
2.
3.
Dst.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah tindak
lanjut yangdiperlukan.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapktan terima kasih.

Inspektur Dearah Kabupaten

.......................................

BT



BAGIAN KEDUA

URAIAN HASIL
AUDIT
BAB I INFORMASI UMUM
A. Dasar Penugasan
Penugasan Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
....dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi
/Kabupaten/Kota....nomor....tanggal....tentang.....
B. Waktu Penugasan
Penugasan dilaksanakan selama ....hari kerja yang dimulai pada tanggal .....
sampaidengan .......
C. Tujuan, Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab
1. Tujuan Audit
Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan BMD telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang
berlaku.
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penugasan dilaksanakan terhadap pengelolaan BMD pada
Pemerintah Kabupaten XYZ atas aset daerah berupa ...dengan tahun
anggaran 20XX.
3. Batasan Tanggung Jawab
Auditor bertanggung jawab atas saran dan rekomendasi yang diberikan
berdasarkan data yang diperoleh sementara BPKAD dan Dinas terkait
(sebutkan nama OPDnya) bertanggung jawab atas kebenaran data yang
diberikan.
D. Metodologi
Audit dilaksanakan melalui perolehan bukti, wawancara, observasi, kuesioner,
dsb.
BAB II HASIL AUDIT
A. Hasil

1.

Gambaran Umum

Pengelolaan aset daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan dibantu oleh
KepalaBPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Pembantu Pengelola Barang
Milik Daerah dan Kepala-Kepala OPD selaku Pengguna Barang. Kegiatan
pengelolaan aset daerah dikoordinir oleh BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota
..... Pengelolaan BMD diatur dalam ....... (sebutkan Undang-Undang,
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Peraturan Pemerintah, Permendagri, dsb. Yang menjadi dasar hukum
pengelolaan BMD). Secara spesifik, pengelolaan BMD pada Pemerintah

Kabupaten XYZ diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor

......

Tahun..... Secara rinci, jenis BMD berdasarkan kodefikasi barang meliputi:

S pF@™me e TP

Persediaan

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Konstruksi Dalam Pekerjaan

Aset Tetap Lainnya

Aset yang diperoleh dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud

Aset lain-lain

Adapun siklus/tahapan pengelolaan BMD meliputi:

S EFR™e D TP

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
Penggunaan;

Pemanfaatan;

Pengamanan dan Pemeliharaan;

Penilaian;

Pemindahtanganan;

Pemusnahan;

Penghapusan;

Penatausahaan; dan

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

. Kecukupan Identifikasi Risiko dan Desain Pengendalian

Atas pengelolaan aset daerah, BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota....
telah /belum memiliki identifikasi risiko dan desain pengendalian yang
memadai. Terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dibuatkan
desain pengendaliannya, kami menemukan beberapa permasalahan

diantaranya:

a.

b ...

c. (uraikan permasalahan pada identifikasi risiko dan desain

pengendalian yang ditemui)
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3. Temuan atas pengelolaan Barang Milik Daerah
Berdasarkan hasil audit pengelolaan BMD pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten /Kota XYZ atas aset daerah berupa ...dengan tahun
anggaran20XX, terdapat kondisi sebagai berikut:
a (uraikan kondisi yang ditemukan pada saat audit)

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan (peraturan perundang-undangan,
kebijakan,dan prosedur yang berlaku).

Hal ini disebabkan karena

..............................

Saran dan Rekomendasi
BUAS covcvcnsmisiminmame pommms permasalahan-permasalahan yang ditemukan
........................................ pada saat audit, kami rekomendasikan

) (R (rekomendasi untuk temuan a)
B ociiinsinicans (rekomendasi untuk temuan b)

Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan
(Ungkapkan jika terdapat hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan)

Penutup

Demikian laporan hasil audit pengelolaan BMD Provinsi/ Kabupaten/Kota
XYZ atas aset daerah berupa ...dengan tahun anggaran 20XX ini kami buat.
Atas perhatian dankerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Daerah Kabupaten.

-------------------------------------

Tembusan:
1. Kepala Daerah .................
2. Sekretaris Daerah ............
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